pemilu. Seorang menteri pada dasarnya memiliki hak politik yang melekat sebagai
warga negara, yang salah satu diantaranya yakni turut serta dalam mengikuti
kampanye pemilu. Pembatasan hak politik menggunakan hukum mengenai
keikutsertaan menteri dalam pelaksanaan kampanye pemilu menjadi perhatian
khusus mengingat menteri sebagai pejabat negara memiliki kekuasaan dan
wewenang yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaturan serta melihat implikasi inkonsistensi norma keikutsertaan menteri
dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 beserta peraturan teknisnya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode studi
kepustkaan. Data-data tersebut kemudian dinalisis menggunakan metode analisis
kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai
keikutsertaan menteri dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilithan Umum, Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden,
Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Namun, dalam
formulasinya ditemukan adanya inkonsistensi antar ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan inkonsistensi antar
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tata Cara
Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden,
dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Inkonsistensi ini dapat berimplikasi terhadap kewajiban cuti bagi menteri, terhadap
penyelenggara pemilu dan berpotensi terbukanya celah penyalahgunaan kekuasaan
dan wewenang dalam kampanye pemilu.
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